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ABSTRAK

Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang mendapatkan
perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik harus
memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian
bagi  penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar
Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, Akan tetapi
setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi prosedur yang
mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari pemberi pelayanan agar dapat
berjalan tertib dan lancar. Penelitian ini akan menjawawab bagaimana standar pelayanan
publik yang dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah
dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah
diberikan.. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Administrasi
pelayan publik di Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan antara lain antara lain
dilihat dari indikator : bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empaty.
Selain ituhambatan-hambatan seerta upaya-upaya yang dihadapi Kecamtan Rajabasa
Lampung Selatan dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi yang baik.

Kata Kunci: Prinsip-prinsip, Good Governance , Administrasi,
Kependudukan
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PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik
adalah salah satu isu yang sangat penting.
Hal ini terjadi Kkarena disatu sisi
tuntutan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan semakin besar sementara
praktek penyelenggara pelayanan tidak
mengalami  perubahan yang berarti.
Masyarakat setiap waktu menuntut
pelayanan  publik yang berkualitas,
meskipun tuntutan tersebut sering tidak
sesuai dengan harapan karena pelayanan
publik yang terjadi selama ini masih
berbelit-belit, lambat, mahal, dan

melelahkan.
Berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman
umum penyelenggaraan pelayanan publik
seperti prosedur pelayanan,
persyaratan  pelayanan, = kemampuan
petugas pelayanan, kecepatan pelayanan,
keadilan mendapatkan pelayanan,
kepastian biaya pelayanan, dan kepastian
jadwal pelayanan maka pemerintah
memiliki konsekuensi untuk
meningkatkan pelayanan dalam sektor
pelayanan publik. Diharapkan aparat
pemerintah  di  seluruh  Indonesia
melaksanakan pelayanan publik dengan
baik sesuai apa yang diharapkan oleh
mayarakat. Masih banyak yang harus di
koreksi dari pelayanan publik di
Indonesia ini  dan tidak menutup
kemungkinan di wilayah Kecamatan
Gamping yang menjadi salah satu dari
pelaksana dari pelayanan publik.

Kecamatan Rajabasa merupakan salah
satu Kecamatan di Kabupaten Lampung
Selatan yang melaksanakan pelayanan
publik di bidang administrasi
kependudukan. Pelayanan publik bidang
administrasi kependudukan di Kecamatan

Rajabasa meliputi pembuatan Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
Elektronik  (e-KTP), Surat Tinggal
Sementara (SKTS) dan ada pelayanan
yang direkomendasikan antara lain:
pembuatan  akte  kelahiran, akta
pernikahan, akta tanah, ijin usaha
(HO), pengantar pembuatan SKCK dan
SIM.
Berdasarkan pengamatan awal yang telah
dilakukan di Kecamatan Rajabasa bahwa
terdapat beberapa permasalahan
mengenai kualitas pelayanan publik
bidang  administrasi ~ kependudukan.
Masalah yang ditemui saat masyarakat
ingin membuat produk dari
administrasi kependudukan  masih
banyak masyarakat yang belum paham
dengan persyaratan apa saja yang harus
dibawa. Dapat ditunjukkan dari masih
banyaknya  masyarakat yang belum
lengkap membawa persyaratan dalam
membuat Kartu Keluarga (KK) maupun
Kartu Tanda Penduduk Elektronik e-
KTP). Kurang lengkapnya persyaratan
tersebut dikarenakan kurangnya informasi
dari  pihak  kecamatan = mengenai
persyaratkan yang dibutuhkan. Secara
tidak langsung masalah tersebut akan
menghambat proses pembuatan KK
maupun KTP Elektronik. Sehingga akan
berpengaruh pada lamanya pembuatan
KK maupun KTP Elektronik sehingga
akan  berdampak pada  kepuasan
pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
Permasalahan lain di Kecamatan
Rajabasa, vyaitu mengenai  belum
terselesaikannya target perekaman KTP
Elektronik sampai saat ini. Berdasarkan
hasil observasi yang telah dilakukan di
Kecamatan Rajabasa diperoleh data
jumlah penduduk 11.354 yang wajib
KTP sebanyak 3.26 jiwa, yang telah
terdistribusi sebanyak 1.74 sedangkan
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yang belum melaksanakan perekaman
sebanyak 1.52 Hal tersebut menunjukkan
bahwa masih banyak masyarakat yang
belum melaksanakan perekaman KTP.
Hal tersebut secara tidak langsung akan
mempengaruhi kualitas pelayanan yang
diberikan Kecamatan Rajabasa kepada
masyarakat, ini disebabkan oleh beberapa
faktor antara lain masyarakat yang sakit,
masyarakat yang bekerja di luar daerah
maupun di luar negeri yang belum pulang
untuk melaksanakan perekaman data.

KAJIAN PUSTAKA
1. Pengertian pelayanan

Hardiyansah (2011: 11) mendefinisikan
bahwa “ pelayanan dapat diartikan
sebagai aktivitas yang diberikan untuk
membantu, menyiapkan, dan mengurus
baik itu berupa barang atau jasa dari
satu pihak ke pihak lain”. Pelayanan pada
hakikatnya adalah serangkaian kegiatan,
karena itu  proses pelayanan
berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan,  meliputi  seluruh
kehidupan organisasi dalam masyarakat.
Proses yang dimaksudkan dilakukan
sehubungan dengan saling memenuhi
kebutuhan antara penerima dan pemberi
pelayanan.

Pendapat lain mengenai pelayanan
menurut Gronross Yyang dikutip oleh
Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006:
2) Pelayanan adalah suatu aktivitas atau
serangkain aktivitas yang bersifat tidak
kasat mata (tidak dapat diraba) yang
terjadi sebagai akibat adanya interaksi
antara konsumen dengan karyawan atau
hal- hal lain yang disediakan oleh
perusahaan pemberi pelayanan yang
dimaksudkan untuk pemberi pelayanan
yang dimaksudkan utuk memecahkan
permasalahan konsumen/ pelanggan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa pelayanan adalah aktivitas yang
dapat dirasakan melalui hubungan
antara penerima dan pemberi pelayanan
yang menggunakan peralatan berupa
organisasi atau lembaga perusahaan.

2. Pengertian Publik

Publik merupakan sejumlah manusia yang
mempunyai pandangan berfikir yang
sama dan harapan yang sama, maksudnya
setiap orang mempunyai pandangan yang
sama terhadap suatu hal yang bersifat
umum. Sementara istilah publik berasal
dari bahasa inggris publik yang berarti
umum, masyarakat, negara. Menurut
Litjan Poltak Sinambella, dkk (2011:

5) “kata publik sebenarnya sudah
diterima menjadi bahasa Indonesia baku
menjadi publik yang berarti umum,

orang banyak, ramai”.

Menurut Inu Kencana Syafiie, dkk
(1999: 18) arti dari kata publik itu sendiri
adalah “sejumlah manusia yang memiliki
kebersamaan berfikir, perasaan, harapan,
sikap, dan tindakan yang benar dan baik
berdasarkan nilai-nilai norma yang
mereka miliki”.

Berdasarkan Pendapat para ahli di atas
mengenai publik, maka  dapat
disimpulkan  bahwa publik adalah
sejumlah  manusia yang memiliki
kepentingan dan harapan sama, Yaitu
kepentingan yang berhubungan dengan
orang banyak

3. Pengertian Pelayanan Publik
Pengertian pelayanan publik telah
didefinisikan oleh banyak pakar. Salah
satunya yang dikemukan oleh Agus
Dwiyanto (2006: 136) mendefisinikan
pelayanan publik adalah:

Serangkaian aktivitas yang dilakukan
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oleh birokrasi publik untuk memenuhi
kebutuhan warga pengguna. Pengguna
yang dimaksudkan disini adalah warga
negara yang membutuhkan pelatanan
publik, seperti pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta
nikah, akta kematian, sertifikat tanah,
izin usaha, lzin Mendirikan Bangunan
(IMB), izin gangguan (HO), izin
mengambil air tanah, berlangganan air
minum, listrik dan sebagainya.
Berdasarkan Undang Undang No. 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
yaitu: Pelayanan publik adalah segala
bentuk  kegiatan  dalam  rangka
pengaturan, pembinaan,  bimbingan,
penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya
yang dilaksanakan oleh  aparatur
pemerintah sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan kepada masyarakat sesuai
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
H.A.S. Moenir (2002: 7) menyatakan:
“Pelayanan umum adalah suatu usaha
yang dilakukan kelompok atau
seseorang atau birokrasi untuk
memberikan bantuan kepada masyarakat
dalam rangka mencapai suatu tujuan
tertentu.”
Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan
publik adalah segala bentuk jasa
pelayanan baik dalam bentuk barang
publik maupun jasa publik yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di
Pusat, di daerah, dan di lingkungan
Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah, dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

4. Asas Pelayanan Publik
Pelayanan publik harus selalu berubah
mengikuti perkembangan masyarakat,

karena masyarakat itu bersifat dinamis.
Dalam hal ini pemerintah  harus
melakukan negosiasi dan
mengkolaborasi berbagai kepentingan
masyarakat. Sehingga pelayanan publik
memiliki  kualitas yang sesuai dengan
yang diharapkan masyarakat. Pelayanan
publik  dilaksanakan  dalam  suatu
rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat
sederhana, terbuka, lancar, tepat,
lengkap, wajar, dan terjangkau.

Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011: 6)
mengemukakan asas-asas dalam
pelayanan publik tercermin dari:

a). Transparansi b).  Akuntabilitasc.
Kondisional d). Partisipatif
e). Kesamanan Hak f). Keseimbangan
Hak dan kewajiban

Berdasarkan  pengertian  di  atas,
maka pelayanan publik akan
berkualias apabila memenuhi asas-

asas diantaranya: transparansi,
akuntabilitas, partisipasif, = kesamaan
hak, keseimbangan hak dan

kewajiban, keprofesionalan, fasilitas,
ketepatan waktu dan kemudahan.

5. Standar Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan pada masyarakat
merupakan salah satu masalah yang
mendapatkan perhatian serius  oleh
aparatur pemerintah. Penyelenggaraan
pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan  sebagai
jaminan  adanya  kepastian  bagi
penerima pelayanan. Hal ini
dibuktikan  dengan  diterbitkannya
Standar Pelayanan Publik Menurut
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun
2004, sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pengadaan.

b. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan
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sejak saat pengajuan permohonan sampai
dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.

c. Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk
rinciannya yang dititipkan dalam proses
pemberian pelayanan.

d. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

e. Sarana dan prasarana

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan
yang memadai oleh penyelenggara
pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan
harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan  pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap dan perilaku yang
dibutuhkan.

Berdasarkan paparan di atas dapat
disimpulkan bahwa penyusunan standar
pelayanan  publik tersebut dipakai
sebagai pedoman dalam pelayanan
publik oleh instansi pemerintah dan
dapat dijadikan indikator penilaian
terhadap kualitas pelayanan yang telah
diberikan. Dengan adanya standar
dalam kegiatan pelayanan publik ini
diharapkan masyarakat bisa mendapat
pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan
dan proses yang memuaskan serta tidak
menyulitkan masyarakat sebagai
pengguna pelayanan.

7. Unsur —unsur Pelayanan

Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat
beberapa faktor atau unsur yang saling
mendukung jalannya kegiatan. Menurut
H.A.S Moenir (2002:8), unsur-unsur
tersebut anatara lain:

a. Sistem, prosedur, dan metode

Dalam pelayananan perlu adanya
informasi, prosedur dan metode yang

mendukung kelancaran dalam
memberikan pelayanan.
b. Personil

Personil lebih ditekankan pada perilaku
aparatur dalam pelayanan. Aparatur
pemerintah selaku personil pelayanan
harus profesional, disiplin dan terbuka
terhadap kritik dari pelanggan atau
masyarakat.

c. Sarana dan prasarana

Dalam pelayanan diperlkan peralatan
dan ruang  kerja  serta fasilitas
pelayanan.  Misalya seperti  ruang
tamu, tempat parkir yang memadai dan
sebagainya.

d. Masyarakat sebagai pelanggan

Dalam pelayananya, masyarakat selaku
pelanggan sangatlah heterogen vyaitu
tingkat pendidikannya maupun
perilakunya.

Setiap  pelayanan  publik  memang
diperlukan adanya kejelasan informasi
prosedur yang mudah dan tidak berbelit
serta dibutuhkan usaha dari pemberi
pelayanan agar dapat berjalan tertib dan
lancar. Seperti cont

Unsur yang juga penting selain sistem,
prosedur dan metode adalah unsur
personil ~ juga  memiliki  peranan
penting mewujudkan pelayanan yang
baik. Petugas yang memiliki kemampuan
yang sesuai dengan bidangnya  pasti
akan melaksanakan tugasnya dengan
baik  dan memberikan layanan yang
baik juga. Oleh karena itu, dibutuhkan
petugas pelayanan yang profesional
untuk memberikan kepuasan kepada
pengguna layanan. Selain profesional,
petugas harus melayani dengan ramah
dan sabar, mengingat masyarakat
sangatlah heterogen baik pendidikanya
maupun perilakunya.
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Unsur  pendukung lainnya adalah
sarana dan prasarana. Pelayan publik
wajib menyediakan sarana dan prasarana
bagi penggunan layanan aga masyarakat
sebagai pengguna layanan merasa
nyaman. Dengan tersedianya sarana dan
prasarana yang lengkap, petugas juga
akan mudah memberikan layanan.

Unsur yang terakhir adalah masyarakat
sebagai pengguna layanan. Masyarakat
mempunyai hak untuk mendapatkan
pelayanan yang baik dari petugas
pelayanan. Tetapi selain memiliki hak,
masyarakat juga mempunyai kewajiban
untuk mematuhi prosedur pelayanan
yang telah ditetapkan petugas agar terjadi
keseimbangan hak dan kewajiban baik
penerima layanan maupun pemberi
layanan.

9. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kegiatan pelayanan publik
diselenggarakan oleh instansi
pemerintah.  Instansi pemerintah
merupakan sebutan kolektif meliputi
satuan kerja atau satuan orang
kementrian,  departemen,  lembaga,
pemerintahan non departemen,

kesekertariatan lembaga tertinggi dan
tinggi negara, dan instansi pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah
termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
Sebagai penerima pelayanan publik
adalah orang, masyarakat, instansi
pemerintah dan badan hukum.

Konsep birokrasi bukan merupakan
konsep yang buruk. Organisasi birokrasi
mempunyai  keteraturan dalam hal
pelaksanaan pekerjaan karena
mempunyai  pembagian kerja dan
struktur jabatan yang jelas sehingga
komponen birokrasi mempunyai
tanggung jawab dan wewenang

untuk  melaksanakan  kewajibannya.
Pelaksanaan pekerjaan dalam orang
birokrasi diatur dalam  mekanisme
dan prosedur yang telah ditetapkan.

10. Kualitas Pelayanan Publik
Goetsch dan Davis yang diterjemahkan
Fandy Tjiptono (2000: 101) membuat
definisi mengenai kualitas sebagai
berikut : “Kualitas merupakan suatu
kondisi dinamis yang berhubungan
dengan produk, jasa, manusia, proses,
dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan” Definisi  kualitas
di atas mengandung makna
bahwa elemen- elemen kualitas yaitu:
a. Kualitas merupakan kondisi yang
dinamis

b. Kualitas berhubungan dengan
produk jasa, manusia, proses dan
lingkungan.

c. Kualitas meliputi usaha
memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan.

Menurut Wyckcof dan Lovelock dalam
bukunya yang dikutip dan diterjemahkan
oleh Fandy Tjiptono (2000: 60) ada dua
faktor utama yang mempengaruhi
kualitas pelayanan yaitu respected
service dan perceived service. Apabila
jasa yang diterima atau dirasakan
(perceived service) sesuai dengan yang
diharapkan, @ maka  kualitas  jasa
dipersepsikan sebagai kualitas ideal.
Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih
rendah daripada yang diharapkan, maka
kualitas jasa yang dipersepsikan buruk.
Baik tidaknya kualitas jasa tergantung
pada kemempuan penyedia jasa dalam
memenuhi harapan pelanggannya secara
konsisten.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan
mengenai dimensi Kriteria atau indikator
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dari penelitianini penulis memfocuskan
sebagai berikut.

Bukti langsung (tangibles)
Kehandalan (reliability)

Daya tanggap (responsiveness)
Jaminan (assurance)

Empati (empaty)

gk owbdeE

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian model
deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini  dipilih  karena untuk
menyajikan data  secara sistematis,
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta
yang ada di lapangan. Informan penelitian
dipilih  secara purposive  sampling.
Informan penelitian didasarkan pada
pertimbangan bahwa informan penelitian
dapat memberikan informasi dan yang
selengkap-lengkapnya  dan relevan
dengan tujuan  penelitian.  Informan
penelitian itu vyaitu Kepala seksi
Pelayanan Umum sebagai informan kunci
(key informan) yang secara langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian ini
menggunakan beberapa teknik untuk
mengumpulkan data

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentas

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Bidang
Administrasi Kependudukan
Kecamatan Rajabasa

a. Aspek bukti fisik (tangible)
Kecamatan Rajabasa

Dari hasil wawancara dan observasi
dapat diketahui bahwa pihak Kantor
kecamatan Rajabasa belum memenuhi

fasilitas pelayanan yang memadai untuk
memberikan pelayanan kepada
masyarakat seperti masih sedikitnya kursi
diruang tunggu, belum adanya meja untuk
menulis di ruang tunggu, sarana informasi
yang belum tersedia. Fasilitas seperti
genset kurang dioptimalkan sehingga
ketika listrik mati maka proses pelayanan
pun juga akan berhenti total yang artinya
masyarakat tidak dapat mendapatkan
pelayanan, terkadang terkandala sarana
teknologi yang belum memadai, jikapun
ada sering terjadi macet, sehingga
masyarakat harus menunggu terlebih
dahulu pulih kembali.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui
bahwa Kecamatan Rajabasa khususnya
bagian pelayanan masih perlu adanya
peningkatan  fasilitas  fisik  serta
kelengkapan sarana dan prasarana yang
memadai demi peningkatan pelayanan
administrasi kependudukan.

b. Aspek keandalan (realiability) di
Bagian Pelayanan Umum Kecamatan
Rajabasa

Dari hasil penelitian terungkap bahwa
masyarakat Kecamatan Rajabasa belum
merasa puas dengan pelayanan yang di
berikan Bagian Pelayanan Umum
Kecamatan Rajabasa dalam  aspek
reliability (kehandalan) mengenai
kehandalan dalam menangani setiap
keluhan masyarakat, handal dalam segi
waktu dan ketepatan proses pelayanan
seperti yang disampaikan ibu Yenni
“Prosedurnya masih lambat, ”
Berdasarkan  hasil wawancara dan
observasi dapat disimpulkan bahwa
prosedur pembuatan administrasi
kependudukan masih lambat, meskipun
persyaratan serta berkas yang dibutuhkan
sudah lengkap. Hal ini dikarenakan
pengerjaan administrasi yang lambat dan
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kadang terkadang masyarkat yang ingin
melakukan pengurusan juga belaum
paham dengan syart-syarat yang harus
disiapkan.

c. Aspek daya tanggap (responsiveness)
Pelayanan Umum Kecamatan Rajabasa
Untuk mengetahui tanggapan masyarakat
terkait daya tanggap petugas pelayanan di
Kecamatan Rajabasa peneliti
mewawancarai bapak Ali  Hamidi
“cukup baik bu, 7. Hal ini pertegas
dengan  pengunjung lainnya  yang
menyatakan ~ bahwa  “pegawai Yyang
melayani saya belum memadai dalam *,
beliau menanyakan apakah syarat-syarat
untuk mengurus KK sudah dibawa
semua”. Dengan keadaan seperti ini dapat
terlihat bawa aspek daya tanggap yang
dimiliki petugas pelayanan Kecamatan
Rajabasa cukup begitu baik, terjadi
komunikasi antara  petugas  dan
masyarakat dengan menayakan
kelengkapan  berkas yang dibawa
masyarakat.

Menanggapi pernyataan diatas peneliti
mewawancarai Bapak , Wardan untuk
mengetahui daya tanggap pegawai dalam
menghadapai  kebutuhan  masyarakat
sebagai berikut: “ Kadang kurang
membantu menjelaskan kesulitan atau
kebingungan masyarakat sehingga Kita
belum paham betul  persyaratan apa
saja yang kurang dan persyaratan apa
yang harus dilengkapi”. Hal tersebut
menunjukkan respon/daya tanggap yang
diberikan oleh Kecamatan Rajabasa
belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan
oleh masyarakat.
d. Aspek jaminan (Assurance) di
Bagian Pelayanan Umum
Kecamatan Rajabasa
Kantor Kecamatan Rajabasa Kabupaten

Lampung Selatan sebagai kantor yang

berwenang menangani masalah
kependudukan khususnya warga
Kecamatan Rajabasa. Banyaknya

masyarakat yang datang sudah seharusnya
mendapatkan kenyamanan selama
pelayanan yaitu dengan cara memberikan
rasa aman bagi masyarakat selama
pelayanan, baik dilingkungan kantor
maupun di luar kantor. Oleh sebab itu,
perlu adanya suatu perbaikan
pelayanan untuk memberikan rasa aman
bagi masyarakat selama pelayanan.

Dari wawancara di atas dan dari hasil
observasi  untuk  masalah  jaminan
kKhususnya keamanan di Kabupaten
Lampung Selatan Kabupaten Lampung
Selatan belum memenuhi standar yang
baik.

Bagian Pelayanan administrasi
kependudukan  Kabupaten  Lampung
Selatan belum berupaya maksimal untuk
melaksanakan tugas dengan baik selama
proses pelayanan berlangsung. Apabila
ada keluhan dari masyarakat maka
Kecamatan Rajabasa lambat dalam
menindak lanjuti. Hal tersebut belum
terlaksananya Keputusan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 dan UU No. 25
tentang Standar Pelayanan yang salah
satunya Kompetensi petugas pemberi
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan  pengetahuan,  keahlian,
keterampilan, sikap, dan perilaku yang
dibutuhkan.

e. Aspek empati (empaty)

Bagian Pelayanan Umum bidang
administrasi  Kependudukan Kabupaten
Lampung hasil wawancara dengan
masyarakat dapat diketahui masalah
kesediaan  petugas dalam  melayani
masyarakat sudah cukup baik dengan
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banyaknya tanggapan masyarakat yang
menyatakansudah lumaian baik.
Pemberian pelayanan, kesediaan aparat
dalam memberikan informasi . Kesediaan
pegawai dalam menberikan informasi
terhadap masyarakat yang membutuhkan
pelayanan akan dapat memperbaiki cara
pelayanan di mata masyarakat.

2. Kendala dalam Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik di
Kecamatan

Raja Basa
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai
pelayanan umum, Kecamatan Rajabasa
menghadapi  beberapa  permasalahan
dalam proses penyelenggaraan pelayanan
publiknya, yang antara lain sebagai
berikut :
a. Sumber Daya Aparatur
Memberikan pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat sangat dibutuhkan
aparatur pemerintah yang memadai.
Jumlah pegawai yang ada di seksi
pelayanan umum ada 3 orang, terdiri dari
1 orang kepala seksi, 1 orang operator
komputer dan 1 orang staf pelayanan.
cuti  melahirkan, Dengan keterbatasan
jumlah pegawai di bagian pelayanan
umum sehingga dapat menghambat kerja
pelayanan publik kepada masyarakat
dikarenakan pegawai harus merangkap
pekerjaan.
b. Kesadaran Masyarakat
Salah  satu  faktor yang  turut
mempengaruhi pelaksanaan tugas
pelayanan  pemerintah  di  wilayah
Kecamatan Gamping adalah faktor
kesadaran masyarakat. Kesadaran
masyarakat dimaksudkan ialah kesadaran
untuk  mempersiapkan segala yang
menjadi persyaratan untuk melakukan
suatu urusan pelayanan di kantor
kecamatan, relasi antara  aparat

pemerintah dengan masyarakat memang
harus saling mendukung agar dapat
mencapai tujuan yang di harapkan, baik
itu dari pihak masyarakat maupun dari
aparat pemerintah sendiri.

c. Sarana dan prasarana

Keadaan sarana dan prasarana
penyelenggarakan pelayanan publik yang
belum terpenuhi secara lancar bagi
kepentingan urusan pelayanan. Belum
terpenuhinya tempat pelayanan dengan
sarana ruang tunggu/tamu serta belum
ditunjang dengan fasilitas- fasilitas yang
dapat menciptakan suasana nyaman bagi
pemohon pelayanan. Ruang tunggu yang
belum sesuai dengan volume kedatangan
pengunjung, kurang tersedianya tempat
duduk dan meja/tempat untuk menulis
pengunjung, kamar kecil/toilet dan
tempat sampah.

3. Upaya Mengatasi Permasalahan
dalam Meningkatkan Kualitas

di Kecamatan Rajabasa
Adanya permasalahan dalam
meningkatkan kualitas penyelenggaraaan
pelayanan publik seperti yang telah
disebutkan di atas, penulis berusaha untuk
memberikan upaya-upaya untuk
mengatasinya sebagai berikut :
a. Mengadakan program penyuluhan
melalui kepala Dukuh kepada
masyarakat, untuk membantu
penyebaran dan pemahaman informasi
kepada masyarakat, mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan kegiatan
pelayanan.
b. Menyelenggarakan pelayanan yang
tidak memberatkan  dan menyulitkan
masyarakat Rajabasa.
c. Meningkatkan
masing-masing
Kecamatan Rajabasa
d. Mengajukan pengadaan fasilitas

profesionalisme
pegawai di
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penunjang pelayan publik.
C. Kesimpulan

a. Aspek Bukti Fisik (Tangible)

Kecamatan Rajabasa belum memenuhi
fasilitas pelayanan yang memadai untuk
memberikan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya bagian pelayanan
masih perlu adanya peningkatan fasilitas
fisik serta  kelengkapan sarana dan
prasarana yang memadai  demi
peningkatan  pelayanan  administrasi
kependudukan.

b. Aspek Keandalan (Realiability)

Prosedur pembuatan administrasi
kependudukan masih lambat, kadang
terkadang masyarakat yang ingin
melakukan pengurusan juga belaum
paham dengan syart-syarat yang harus
disiapkan.

c. Aspek Empati (Empaty)

Bagian  Pelayanan Umum  bidang
administrasi Kependudukan Kabupaten
Lampung  hasil wawancara  dengan
masyarakat dapat diketahui masalah
kesediaan petugas dalam melayani
masyarakat sudah cukup baik

D. Saran

Kabupaten Lampung Selatan bidang
Kependudukan  lebih  meningkatkan
kualitas pelayanan yang dianggap kurang
memuaskan dalam proses pelayanan yaitu
dimensi fasilitas fisik (tangible) agar
masyarakat dapat merasa puas dan
nyaman saat melaksanakan pelayanan.
Lebih ditingkatkan penyuluhan sampai ke
desa-desa. Untuk memberikan informasi,
yang berkaitan dengan masyarakat.
Menyelenggarakan pelayanan yang tidak

memberatkan dan menyulitkan
masyarakat diseluruh wilayah Lampung
Selatan. Memberikan pelayan terbuka
kepada masyarkat, terutama dalam hal
prosedur  kepengurusan  administrasi
kependudukan.
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